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KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 200 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya ketentuan
Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik serta untuk memberikan
kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas
penyelenggaraan tata naskah dinas, terutama yang
diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik
maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang;

b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor
Un.03/KP.01.4/5165/2017 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum di bidang kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan
Keputusan Rektor tentang Tata Naskah Dinas Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara 2012 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15
Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri
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Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

10. Peranri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Kode Jabatan, Singkatan dan Akronim pada Kementerian
Agama;

12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada
Kementerian Agama,;

13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada
Kementerian Agama,;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH
DINAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG.

KESATU : Menetapkan yang tersebut dalam Lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Pedoman Tata Naskah Dinas di
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor Un.03/KP.01.4/5165/2017 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.

KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG,

e

M. ZAINUDDIN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NOMOR 200 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

A. Latar Belakang

Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur instrumen pengelolaan
arsip dinamis yang mengatur tentang jenis dan penyusunan naskah dinas,
penggunaan lambing universitas, logo dan cap dinas, penggunaan Bahasa
Indonesia yang baik dan benar, kewenangan penandatangan, tata surat dan
alur surat.

Seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta dengan terbitnya
Peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah
dinas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan atas tata naskah
dinas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah
ada.

Ruang lingkup Tata Naskah Dinas ini meliputi pengertian, jenis,
format, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatangan dan pengendalian

naskah dinas.

B. Pengertian Umum

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan
bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan
pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan;

2. Naskah Dinas adalah informasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka
penyelenggaraan tugas sesuai tugas dan fungsi Universitas [slam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang;

3. Unit Pengolah adalah unit kerja pada Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan
arsip di lingkungannya,;

4. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab

dalam penyelenggaraan kearsipan,;
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5. Format adalah susunan dan bentuk naskah dinas yang
menggambarkan tata letak, termasuk penggunaan lambang dan cap
dinas, penulisan nama instansi, boks tanda tangan, dan cap dinas,
serta bentuk redaksional;

6. Lambang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
adalah simbol universitas yang dituangkan dalam gambar sebagaimana
ditetapkan dalam statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang;

7. Stempel merupakan alat yang dipergunakan untuk pengesahan suatu
data, catatan, berkas, atau surat keterangan resmi yang dikeluarkan
oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

8. Kode Jabatan adalah kode jabatan penandatangan pada naskah dinas,
disusun berdasarkan jabatan yang terdapat dalam organisasi dan tata
kerja yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang;

9. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid free) atau
memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan
tinggi dalam jangka waktu lama.

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang
berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan
mengaudit Sertifikat Elektronik;

11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang
memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan
status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

13. Ruang lingkup Tata Naskah dinas meliputi:

a. Jenis, susunan dan bentuk Naskah dinas;
b. Pembuatan Naskah dinas;

c. Pengamanan Naskah dinas;

d. Pejabat penanda tangan Naskah dinas; dan

e. Pengendalian Naskah dinas.

C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Tata Naskah Dinas ini dimaksudkan sebagai rujukan atau acuan

dalam pembuatan dan pengelolaan naskah dinas, agar dapat
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diselaraskan dengan tata kearsipan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang.
2. Tujuan

a. Terwujudnya pedoman dalam pembuatan naskah dinas;

b. Terciptanya kelancaran komunikasi koresponden kedinasan dan
kemudahan dalam pengendalian pelaksanaannya;

c. Keseragaman dalam penyelenggaraan, termasuk keseragaman
pola/bentuk dan tindakan dalam pembuatan naskah dinas

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
Jenis naskah dinas terdiri atas naskah dinas arahan, naskah dinas
korespondensi dan naskah dinas khusus.
1. Naskah dinas Arahan
Naskah dinas arahan terdiri atas :
a. Naskah Dinas Pengaturan
Naskah dinas pengaturan terdiri atas :
1) Instruksi
Instruksi merupakan naskah dinas yang memuat perintah
berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu
kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Instruksi ditetapkan oleh Rektor.
Susunan dan bentuk instruksi terdiri atas:
a) Kepala yang terdiri dari:

(1) Kop instruksi yang ditandatangani sendiri atau atas nama
Rektor menggunakan lambang Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, yang disertai nama
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dengan huruf kapital secara simetris;

(2) Kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang
menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(3) Nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(4) Kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(5) Judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan

(6) Nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang
ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda

baca koma secara simetris.
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b) Konsiderans yang terdiri dari:

(1) Kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan
instruksi; dan

(2) Kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai
landasan penetapan instruksi.

c) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi
instruksi.
d) Kaki
Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri
bawah, yang terdiri dari:

(1) Tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal
penetapan instruksi;

(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;

(3) Tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi, apabila
menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan
tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan
tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk instruksi;
dan

(4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis

dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
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Susunan dan Bentuk Instruksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

INSTRUKSI
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR: ..... TAHUN .....
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Dalam rangka .......cocoieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee , dengan ini memberi instruksi
Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;
2. Nama/Jabatan Pegawai;

3. Nama/Jabatan Pegawai;

Untuk

P R A A 1 e e
KEDUA PP PPNN
KETIGA PP TP

dan seterusnya.

Dikeluarkan di Malang
Pada tanggal .........cccooiiiiiiiiin,

REKTOR

Cap dan tanda tangan

M. Zainuddin

N\

A
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2) Surat Edaran

Surat edaran merupakan naskah dinas yang memuat

pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan

mendesak. Surat edaran ditetapkan oleh:

a) Rektor dalam hal pemberitahuan kepada seluruh -civitas

akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang;

b) Dekan dalam hal pemberitahuan kepada seluruh -civitas

akademika fakultas;

c) Direktur Pascasarjana dalam hal pemberitahuan kepada

seluruh civitas akademika pascasarjana.

Susunan dan bentuk Surat Edaran terdiri atas:

a) Kepala yang terdiri dari:

(1

)

3)

4

©)

Kop surat edaran menggunakan lambang Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang disertai
nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;
Kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi
surat edaran;

Tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah
lambang ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat
edaran di bawahnya secara simetris;

Kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat
edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
Rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf

kapital secara simetris di bawah kata tentang.

b) Batang tubuh yang terdiri dari:

(1)
(2)
(3)
(4)

(9)

(6)

c) Kaki

Latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran;
Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;

Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;

Peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain
yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan

Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap
mendesak;

Penutup.

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan

yang terdiri dari:

(1) Tempat dan tanggal penetapan,;

(2)

Nama jabatan pejabat penanda tangan ditulis dengan

huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma,;
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(3) Tanda tangan pejabat penanda tangan, apabila

(4)

menggunakan  tanda  tangan = elektronik = maka
penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan
peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk
surat edaran;

Nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis

dengan huruf capital dan Cap dinas.

N\

A
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Susunan dan Bentuk Surat Edaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

3. dan seterusnya

SURAT EDARAN
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG

Ditetapkan di Malang
pada tanggal ...............cooealll

REKTOR
Cap dan Tanda tangan

M. Zainuddin

'i Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
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3) Standar Operasional Prosedur
Standar operasional prosedur merupakan standar
operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi. Standar operasional prosedur
ditetapkan oleh Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kepala
Biro.

Format Standar Operasional Prosedur:

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

TANDA TANGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG NAMA PIMPINAN SATKER
NAMA SUB BAGIAN ATAU SEKSI NIP.

NAMA UNIT DIBAWAH SUB BAG ATAU SEKSI Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Jaminan keamanan/keselamatan Pencatatan & Pendataan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN K
K Waktu Output

[Petunjuk Pengisian

1. Nama Satker : tuliskan nama Satker tempat SOP dibuat

2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat

3. Nomor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan

4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat

5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi

6. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan SOP

7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten, dicantumkan Nama, NIP, tanda tangan, & stempel
8. Nama SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi

9. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur

10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. 8 tuliskan yang terjadi ketika prosedur atau tidak , D yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinyal

12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagal hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
15. Kegiatan : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
16. Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

17. Mutu Baku : tuliskan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
18. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan, seperti persyaratan layanan, SOP mikro, & SOP makro
19. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan

Simbol SOP dalam flowchart:

Terminator | Melambangkan dimulainya dan

- berakhirnya suatu prosedur
Process Melambangkan proses berjalannya

- suatu prosedur

Decision Melambangkan pengambilan

‘ keputusan: Ya atau Tidak

1 Arrow Melambangkan arah prosedur
Off-page Melambangkan koneksi
- connector perpindahan halaman
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b. Naskah Dinas Penetapan

Naskah dinas penetapan disusun dalam bentuk keputusan.
Keputusan merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh
Rektor, Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana.

Susunan dan bentuk Keputusan terdiri atas:

1) Judul
Bagian judul keputusan terdiri dari:

a) Judul Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya memuat
keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan
nama Keputusan.

b) Judul Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah
marjin tanpa diakhiri tanda baca.

c) Nomor ditulis dengan angka arab tanpa index, yang dilengkapi
dengan tahun.

Contoh :

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

d) Judul Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya tidak boleh
ditambah dengan singkatan atau akronim.
Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan/

akronim:

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
NOMOR ..... TAHUN .........
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

e) Pada nama Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya
perubahan ditambahkan frasa “PERUBAHAN ATAS” di depan
judul Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang yang diubah.
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Contoh :

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG
NOMOR ..... TAHUN .........
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR ......
TAHUN .......... TENTANG ..o

f) Jika Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya telah diubah

lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata “PERUBAHAN” dan kata
“ATAS” disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali
perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci
perubahan sebelumnya.

Contoh :

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG
NOMOR ..... TAHUN .........
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR ...... TAHUN .......... TENTANG .....coovvviiiiinnnnn.

g) Pada nama Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya

pencabutan ditambahkan kata “PENCABUTAN” di depan
judul Keputusan Rektor yang dicabut.
Contoh :

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
NOMOR ..... TAHUN .........
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR ...... TAHUN .......... TENTANG ....cccovvviieininennn.

2) Pembukaan

Bagian pembukaan keputusan terdiri dari:

a) Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”

Pada pembukaan tiap jenis Keputusan Rektor dan Keputusan
lainnya sebelum nama jabatan pembentuk Keputusan
dicantumkan Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA” yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang

diletakkan di tengah marjin.
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b) Jabatan Pembentuk Keputusan

Jabatan pembentuk Keputusan Rektor dan Keputusan
lainnya ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca
koma.

Contoh Frase dan jabatan pembentuk Keputusan Rektor :

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG,

3) Konsiderans

a)
b)

d)

Bagian konsiderans keputusan terdiri dari:
Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran
yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan
Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya.
Pokok pikiran pada konsiderans Keputusan Rektor dan
Keputusan lainnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan
yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan
Keputusan.
Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap
pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang
merupakan kesatuan pengertian.
Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan
dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata
bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan,
rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai

berikut:
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Menimbang : a. bahwa .........c..c.oeeenni. ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Rektor tentang

g) Konsiderans Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya cukup

memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas
mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau
beberapa pasal dari Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan
pembentukannya.

Contoh:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 20 ayat (8) Peraturan
Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020
tentang ........... perlu menetapkan
Keputusan Rektor Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

tentang.........coeeevviiiiiiinnnn. ;

4) Dasar Hukum
Bagian dasar hukum keputusan terdiri dari:
a) Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

b) Dasar hukum memuat:

e Dasar kewenangan pembentukan Keputusan Rektor dan
Keputusan lainnya dibawah Keputusan Rektor; dan

e Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan
pembentukan Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya
dibawah Keputusan Rektor.

e Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai
dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan
yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

e Keputusan yang akan dicabut dengan Keputusan yang

akan dibentuk, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
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Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang
dijadikan dasar hukum lebih dari satu, wurutan
pencantuman perlu memperhatikan tata urutan
peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya
sama disusun secara kronologis berdasarkan saat
pengundangan atau penetapannya.
Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali
dengan huruf kapital.
Contoh : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Menteri
Agama, Keputusan Menteri Agama.
Penulisan Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah
dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di
antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat @ 1. oo ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5216)

Penulisan Peraturan Presiden dalam dasar hukum
dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara
Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca
kurung.

Contoh:

Mengingat @ 1. .o ;
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun
2015 tentang Kementerian Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 168);

Penulisan Peraturan Menteri Agama dalam dasar hukum
dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik

Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
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Contoh:

Mengingat @ 1. .ooiiiiiii e ;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 40
Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Menteri Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor ...);

e Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan
Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan
angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan
tanda baca titik koma.

Contoh:

Mengingat : 1. .o ;

5) Diktum

Diktum terdiri atas:

a) kata Memutuskan
Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda
baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.

b) kata Menetapkan
Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan
yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan
Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf
kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

c) jenis dan nama Keputusan
Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Keputusan
dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta
ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan

tanda baca titik.
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Contoh:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG ..........ccceeue.

6) Batang Tubuh

a)

b)

d)

Batang tubuh Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya terdiri
dari bagian-bagian yang dirumuskan dalam bagian KESATU,
KEDUA, KETIGA, dan seterusnya.

Jika materi muatan dirumuskan dalam bentuk tabulasi,
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

e setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian
kesatuan dengan frasa pembuka;

e setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi
tanda baca titik;

e setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;

e setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;

e jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih
kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;

e di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih
lanjut diberi tanda baca titik dua;

e pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis
dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca
titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil
dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda
baca kurung tutup; dan

e pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika
rincian melebihi 4 (empat) tingkat.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai
rincian kumulatif, ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di
belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian
alternatif ditambahkan kata “atau” yang diletakkan di belakang
rincian kedua dari rincian terakhir.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian
kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata “dan/atau” yang
diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap
unsur atau rincian. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf

b, dan seterusnya.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

~ Token : It6GT]j



g)

h)

Contoh:

Tugas Panitia Pelaksana sebagai berikut:

= TN ;
| F P ; (dan, atau, dan/atau)
Cr ettt

Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu
ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.
Contoh:
a. ...;
b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
C.....
1. ...
2. ...; (dan, atau, dan/atau)
3. ...
Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang
mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan
seterusnya.
Contoh:
a. ...;
b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
C.....

ooy

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

a) ...;
b) ...; (dan, atau, dan/atau)
C) ... .
Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang
mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan
seterusnya.
Contoh:
a. ...;
b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
C.....

.
ooy

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

a) ...;
b) ...; (dan, atau, dan/atau)
C) ... .

1) ..;

N\

A
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j)

2) ...; (dan, atau, dan/atau)
3) ...
Pada bagian akhir batang tubuh memuat ketentuan mengenai:
e status Keputusan Rektor atau Keputusan lainnya yang
sudah ada; dan
e saat mulai berlaku Keputusan Rektor atau Keputusan

lainnya.

k) Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya yang sudah ada,

])

apabila statusnya akan dicabut menggunakan rumusan
pencabutan yang diawali dengan frasa “Pada saat Keputusan
Rektor dan Keputusan lainnya ini mulai berlaku”, kecuali
untuk pencabutan yang dilakukan secara tersendiri dengan

Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya.

Contoh:

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor
Nomor .... Tahun ...... tentang ....... dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Jika jumlah Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya yang
dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan
rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1) Keputusan Rektor Nomor .... Tahun ...... tentang .......
2) Keputusan Rektor Nomor .... Tahun ...... tentang .......
) e

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

m) Pada dasarnya Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya mulai

berlaku pada saat Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya
tersebut ditetapkan.

Contoh untuk Keputusan Rektor:

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

n) Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya

Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya, hal ini dinyatakan
secara tegas di dalam Keputusan Rektor dan Keputusan

lainnya tersebut dengan:
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menentukan tanggal tertentu saat Keputusan akan berlaku;
Contoh:

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari
2016.

menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat
penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran
gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak
tanggal diundangkan.

Contoh:

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik
I[brahim Malang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal diundangkan.

o) Saat mulai berlaku Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya,

pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada

saat mulai berlaku Keputusan perundang-undangan yang

mendasarinya.

p) Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya hanya dapat dicabut

dengan Keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

7) Penutup

a) Bagian Penutup pada Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya

memuat penandatanganan atau penetapan Keputusan Rektor

dan Keputusan lainnya antara lain:

tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan,;

nama jabatan;

tanda tangan pejabat; dan

nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar,

pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

b) Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah

kanan.

c) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.

Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Ditetapkan di Malang
pada tanggal ...........

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG,

tanda tangan

M. ZAINUDDIN
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8) Lampiran

a)

Dalam hal Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya
memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang
tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri dan Keputusan lainnya.
Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel,
gambar, peta, dan sketsa.

Dalam hal Keputusan Rektor dan Keputusan lainnya
memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi
nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh:

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

d) Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang

diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan
rata kiri.
Contoh:

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG